





A. Gambaran Pemerintah Kabupaten Nunukan 
1. Profil  Pemerintah Kabupaten Nunukan 
Kabupaten Nunukan secara resmi dibentuk sejak tanggal 12 
oktober 1999 berdaarkan UU Nomor 47 Tahun 1999 yang ditandai 
dengan dilantik pejabat Bupati Nunukan Bustaman Arham. Kabupaten 
Nunukan merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten bulungan 
provinsi Kalimantan timur.49 Sebelumnya Kabupaten Nunukan 
merupakan bagian dari kesultanan bulungan sejak tahun 1731 yang 
berstatus kecamatan.50 
Secara administratif wilayah Kabupaten Nunukan pada tahun 
2017 mengalami pemekaran kecamatan  menjadi 19 (Sembilan  Belas) 
dari sebelumnya 16 (enambelas) kecamatan. Kecamatan Krayan dan 
Krayan Selatan di mekarkan menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu 
Kecamatan Krayan, Krayan sefglatan, Krayan Tengah, Krayan Barat 
dan Krayan Timur.  
Kabupaten Nunukan terdiri dari 19 Kecamatan yang terbagi 
menjadi 8 Kelurahan dan 232 Desa yang tersebar di :  
 
 
                                                             
49 Kabupaten nunukan dalam angka 2002, bappeda kabupaten nunukan hlm 1, dalam buku Dr. 
saiman M.Si, politik perbatasan  hubungan pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur 




Tabel 3.1 Kecamatan dan Jumlah Desa Kabupaten Nunukan51 
Secara administratif wilayah Kabupaten Nunukan pada tahun 2017 mengalami 
pemekaran kecamatan  menjadi 19 (Sembilan  Belas) dari sebelumnya 16 
(enambelas) kecamatan. Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan di mekarkan 
menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Krayan, Krayan sefglatan, Krayan 
Tengah, Krayan Barat dan Krayan Timur.  
Kabupaten Nunukan terdiri dari 19 Kecamatan yang terbagi menjadi 8 
Kelurahan dan 232 Desa yang tersebar di :  
No Kecamatan Jumlah Desa 
1 Kecamatan Nunukan 4 Kelurahan, 1 Desa 
2 Kecamatan Nunukan Selatan 4 Kelurahan 
3 Kecamatan Sebatik  4 Desa 
4 Kecamatan Sebatik Barat 4 Desa 
5 Kecamatan Sebatik Timur 4 Desa 
6 Kecamatan Sebatik Utara 3 Desa 
7 Kecamatan Sebatik Tengah 4 Desa 
8 Kecamatan Sembakung 10 Desa 
 
9 Kecamatan Sembakung Atulai 10 Desa 
10 Kecamatan Lumbis 28 Desa 
11 Kecamatan Krayan 23 Desa 
12 Kecamatan Sebuku 10 Desa 
13 Kecamatan Krayan Selatan 13 Desa 
14 Kecamatan Sei Menggaris 4 Desa 
 
15 Kecamatan Tulin Onsoi 12 Desa 
16 Kecamatan Lumbis Ogong 49 Desa 
17 Kecamatan Krayan Tengah 11 Desa 
18 Kecamatan Krayan Timur 17 Desa 
19 Kecamatan Krayan Barat 25 Desa 
 
Sumber : Bappeda Litbang Kab.Nunukan, 2017 
 
 
                                                             
51 http://www.nunukankab.go.id/web/page-kecamatan.html diakses tanggal 13 desember 2018. 
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Tabel 3.2. Luas Kecamatan di Kabupaten Nunukan52 
Kabupaten Nunukan merupakan satu di antara lima kabupaten/kota di 
Propinsi Kalimantan Utara, dengan luas wilayah sebesar 14.247,50 km2. 
Berdasarkan geografisnya, Kabupaten Nunukan terletak di wilayah paling Utara 
Kalimantan  yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia 
terdiri dari 19 Kecamatan yaitu : 
No. Kecamatan Luas 
1. Krayan 254.35  Km² 
2. Krayan Selatan 760.24 Km² 
3. Krayan Tengah 997.42 Km² 
4. Krayan Barat 307.22 Km² 
5. Krayan Timur  1,273.17Km² 
6. Lumbis 290,23  Km² 
7. Lumbis Ogong 3.357,01  Km² 
8. Sembakung 176.494  Km² 
9. Sembakung Atulai 27.772 Km² 
10. Nunukan 564,50  Km² 
11. Sei Menggaris 850,48  Km² 
12. Nunukan Selatan 181,77  Km² 
13. Sebuku 1.608,48 Km² 
14. Tulin Onsoi 1.513,36 Km² 
15. Sebatik 51,07 Km² 
16. Sebatik Timur 39,17 Km² 
17. Sebatik Tengah 41,71 Km² 
18. Sebatik Utara 15,39 Km² 
19. Sebatik barat 93,27 Km² 
J u m l a h 14.247,50  Km² 
 















Visi dan Misi Kabupaten Nunukan 
a. Visi Kabupaten Nunukan53 
" Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 
Berbasis Agrobisnis Ditopang SDM, SDA, SDB, Jasa, 
Transportasi, Perdagangan, Infrastruktur Yang Didayagunakan 
Secara Optimal Menuju Masyarakat Yang Maju, Aman, Adil dan 
Sejahtera " 
b. Misi  Kabupaten Nunukan54 
- Pembangunan, peningkatan sentra swasembada pangan dengan 
partisipasi masyarakat berdasarkan karakteristik, potensi dan 
geografis wilayah. 
- Peningkatan dan percepatan reformasi birokrasi berkinerja 
tinggi, birokrasi yang efektif, efisien dan inovatif, birokrasi 
yang berintegritas tinggi, bersih dari KKN, birokrasi yang 
memiliki pelayan publik berkualitas. 
- Pembangunan, peningkatan, pengembangan peranan sumber 
daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya, jasa, 
transportasi, perdagangan, infrastruktur.  
- Percepatan keterjangkauan informasi, komunikasi dari daerah-
daerah terpencil, terisolasi, daerah perbatasan dengan wilayah 
kota untuk informasi pasar dan pemasaran maupun investasi. 
                                                             





- Terciptanya masyarakat yang aman dan damai dengan 
keberagaman dan kemajemukan suku, agama dan budaya. 
- Pembangunan ketahanan dan daya saing ekonomi usaha kecil 
menengah dengan berorientasi pada pasar regional maupun 
internasional. 
- Percepatan pemenuhan dan pemulihan suplay kebutuhan air 
dan listrik untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri. 
- Mengembangkan kerjasama antar daerah khususnya diluar 
daerah dalam provinsi maupun luar provinsi dan kerjasama 
pemerintah serta dunia usaha 
 
B. Gambaran Wilayah Kabupaten Nunukan 
1. Letak Geografis 
Kabupaten Nunukan yang terletak antara 1150 33’ 00” sampai 
dengan 118º 03’  55” Bujur Timur dan antara 3º 15’ 00” sampai 
dengan 4º 24’ 55” Lintang Utara yang merupakan wilayah paling utara 
dari Provinsi Kalimantan Utara.Kabupaten Nunukan yang termasuk 
dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dikenal sebagai wilayah 
perbatasan dan menjadi tempat transit dan keluar masuknya Tenaga 
Kerja Indonesia. Selain itu Kabupaten Nunukan telah memiliki 
pelabuhan lintas batas negara yang secara tidak langsung 
mengantarkan Kabupaten Nunukan sebagai kawasan perdagangan dan 
jasa serta merupakan jalur strategis yang menghubungkan regional di 
Tengah dan Timur.   
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Adapun batas wilayah Kabupaten Nunukan terdiri dari, 
- Sebelah barat berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur); 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia Timur); 
- Sebelah Timur berbatasan dengan selat Makasar dan Laut 
Sulawesi dan  
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan 
Kabupaten Malinau. 
 










Kabupaten yang berdiri pada tahun 1999 ini merupakan hasil 
pemekaran Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah 14.325,38 km2 . 
Kabupaten ini memiliki 10 sungai dan 28 pulau. Sungai terpanjang 
adalah Sungai Sembakung dengan panjang 28 km sedangkan Sungai 
Tabur merupakan sungai terpendek dengan panjang 30 km.  
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Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan 
perbukitan terjal terdapat di sebelah utara bagian barat, perbukitan 
sedang di bagian tengah dan dataran bergelombang landai di bagian 
timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal di 
sebelah utara merupakan jalur pengunungan dengan ketinggian 1.500 
m - 3.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan untuk daerah daratan 
tinggi berkisar antar 8-15%, sedangkan untuk dearah 36 pebukitan 
memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas 15%. Dengan 
demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0-50%. 
Kedua, melalui pelabuhan Sungai Jepun Kec. Nunukan Selatan 
sebelum menuju pelabuhan Sungai Jepun jarak antara pusat Kota 
Nunukan menuju pelabuhan dengan jarak tempuh ±30 menit dengan 
menggunakan mobil atau motor dengan biaya sewa motor (ojek) RP. 
50.000/orang begitu juga dengaan biaya sewa mobil (taksi), sementara 
menuju pelabuhan Mentikas Kec. Sebatik Barat dengan jarak tempuh 
±25 menit menggunakan perahu ketinting dengan biaya ±RP. 
25.000/orang, adapun alternaif lain yaitu dengan menggunakan kapal 
ferry dengan jadwal keberangkatan setiap hari jumat dan senin dengan 
biaya ±RP. 15.000/orang dengan lama perjalanan ±50 menit. 
Sementara dari pelabuhan Mentikas Kec. Sebatik Barat menuju Desa 
Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah dengan menggunakan mobil dengan 





Kabupaten Nunukan berada di wilayah khatulistiwa yang 
memiliki iklim tropis, sehingga mengalami 2 musim yaitu musim 
kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin Musom 
Barat pada bulan November April dan Musom Timur pada bulan Mei-
Oktober.  
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun 
Meteorologi Kabupaten Nunukan pada tahun 2016, Nunukan 
mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata 28,04 C, suhu 
udara terendah 21,8 C terjadi pada bulan Juli, dan tertinggi 35,0 C 
pada bulan Maret. Suhu udara Kabupaten Nunukan yang cenderung 
panas dipengaruhi oleh topografi pulau Nunukan yang dikelilingi laut. 
Walaupun mengalami suhu udara yang cukup panas, namun 
karena diimbangi oleh wilayah hutan yang cukup luas, Pulau Nunukan 
mempunyai kelembapan udara dan curah hujan yang relatif tinggi. 
Pada tahun 2016 kelembaban udara berkisar antara 42,0% sampai 
dengan 100%. Sementara itu curah hujan tertinggi 581,0 mm3 pada 






3. Kondisi Kependudukan dan Sosial  
a. IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat) 
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Tabel 3.3. Komponen IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat)55 
Komponen IPM 
Baru 
Komponen IPM Baru 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Angka Harapan 
Hidup Saat Lahir 
(tahun) 
70.08 70.30 70.53 70.74 70.82 70.83 71.23 
Harapan Lama 
Sekolah (tahun) 
11.25 11.30 11.58 11.86 12.39 12.41 12.58 
Rata-Rata Lama 
Sekolah (tahun) 














6 199 6 333 
IPM 60.33 60.64 61.18 62.18 63.13 63.35 64.35 
Sumber : https://nunukankab.bps.go.id 
 
Tabel 3.4. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nunukan56 
Kabupat
en 
Indeks Pembangunan Manusia 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Nunukan 60.33 60.64 61.18 62.18 63.13 63.35 64.35 
Sumber : https://nunukankab.bps.go.id 
b. Kemiskinan 
Tabel 3.5. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin57 
Kemiskinan Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Jumlah Penduduk 
Miskin (000) 




9.62 9.51 8.69 5.61 5.25 6.22 
P1 (%) 1.18 1.29 0.80 0.53 0.67 0.80 
P2 (%) 0.20 0.29 0.13 0.10 0.16 0.18 
Garis 
Kemiskinan 
278 578 304 856 312 412 327 515 351 479 377 736 
                                                             
55https://nunukankab.bps.go.id/dynamictable/2017/10/11/98/komponen-indeks-pembangunan-
manusia-kabupaten-nunukan-2010-2016.html diakses 31 desember 2018 
56https://nunukankab.bps.go.id/dynamictable/2016/01/11/47/indeks-pembangunan-manusia-
kabupaten-nunukan-2010-2016.html diakses 31 desember 2018 
57https://nunukankab.bps.go.id/dynamictable/2015/09/17/21/garis-kemiskinan-jumlah-dan-





Sumber : https://nunukankab.bps.go.id 
c. Kependudukan 
Tabel 3.6. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan 2009-201558 
Kecamatan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan 2009-2013 (Jiwa/KM2) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Krayan 
Selatan 
1.28 1.28 1.28 1.28 1.20 1.18 1.16 
Krayan 3.94 3.94 3.98 3.99 3.76 3.72 3.67 
Lumbis 
Ogong 
- - 1.57 1.61 1.54 1.55 1.55 
Lumbis 2.72 2.71 17.11 17.48 16.78 16.89 16.97 
Sembakung 
atulai 
- - - - - 9.80 9.34 
Sembakung 3.97 3.96 4.17 4.29 4.14 3.31 3.44 
Sebuku 3.93 4.77 6.24 6.69 6.73 7.10 7.48 
Tulin Onsoi - - 4.37 4.68 4.70 4.96 5.23 
Sei 
Menggaris 
- - 9.02 9.66 9.71 10.24 10.79 
Nunukan 37.73 37.73 92.41 98.94 99.50 104.91 110.47 
Nunukan 
Selatan 
58.94 70.27 80.29 89.53 93.76 102.97 112.93 
Sebatik Barat 73.14 73.03 77.14 80.57 79.13 81.55 84.02 
Sebatik 22211.
20 
212.34 83.53 87.23 85.67 88.31 90.97 
Sebatik Timur - - 293.57 306.59 301.10 310.34 319.73 
Sebatik 
Tengah 
- - 141.19 147.45 144.81 149.26 153.78 
Sebatik Utara - - 336.97 351.98 345.61 356.27 366.99 
Kabupaten 
Nunukan 




d. Tenaga Kerja 
                                                             
58https://nunukankab.bps.go.id/dynamictable/2015/09/14/13/kepadatan-penduduk-menurut-
kecamatan-2009-2015.html diakses 31 desember 2018 
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Tabel 3.7. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat 
Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kesempatan Kerja 2009 – 2014 (%)59 
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan (Persen) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja 




5.94 7.67 9.52 11.83 10.69 5.70 
Tingkat 
Kesempatan Kerja 
















C. Gambaran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kabupaten Nunukan 
                                                             
59https://nunukankab.bps.go.id/dynamictable/2016/01/11/48/persentase-tingkat-partisipasi-
angkatan-kerja-tingkat-pengangguran-terbuka-dan-tingkat-kesempatan-kerja-2009-2014-.html 
diakses 31 desember 2018 
60http://loketpeta.pu.go.id/peta-infrastruktur-kabupaten-nunukan-2012 
diakses 31 desember 2018 
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1. Gambaran Pos Lintas Batas Negara di Kabupaten Nunukan 
Pos Lintas Batas Negara merupakan jalur resmi perlintasan 
barang/orang batas Negara. PLBN juga merupakan wajah dan representasi 
bangsa serta pintu gerbang ekspor-impor Negara dengan tujuan untuk 
pemerataan pembangunan antar wilayah salah satunya di kawasan 
perbatasan, penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat 
sehingga dapat membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 
daera-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.  
PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang ada di Indonesia berjumlah 
66 lokasi. Berikut peta penyebaran PLBN di Indonesia.  











PLBN yang berada di Kab. Nunukan yaitu PLBN Long Midang, 
PLBN Tau Lumbis (Labang), PLBN Semanggaris, PLBN Nunukan, 
                                                             
61 Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, 2018 




PLBN Sungai Pincang dan PLBN Liem Hie Djung. PLBN tersebut 
merupakan jalur resmi untuk keluar masuk barang-barang dari Negara lain 
seperti Malaysia. Tujuan dibangunnya PLBN ini salah satunya ialah untuk 
mengurangi adanya barang illegal baik itu impor ataupun ekspor barang. 
Kehadiran PLBN di Kalimantan Utara dianggap bisa meningkatkan aspek 
keamanan, kepatuhan saat perlintasan, dan perdagangan lintas negara di 
perbatasan bisa terkontrol dengan baik. 
Dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) direncanakan oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bisa 
terbangun di Kalimantan Utara tahun 2019 Bulan 7 yaitu PLBN di Sei 
Pancang, Sebatik, Kabupaten Nunukan dan Long Midang, Krayan, juga 
Kabupaten Nunukan62. Sebetulnya ada dua lagi lokasi PLBN yang 
disusulkan Pemprov Kalimantan Utara selain di Sei Pancang dan Long 
Midang. Lokasi itu ialah Labang Kecamatan Lumbis Ogong di Kabupaten 
Nunukan dan Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu di Kabupaten 
Malinau tetapi belum mendapatkan kepastian kapan pelabuhan tersebut di 
Bangun63 
PLBN Long Midang dan Sei Pancang bertipe A. Sedang PLBN 
Labang dan Long Nawang (Malinau) bertipe B64. Penerapan Sistem 
                                                             
62http://kaltim.tribunnews.com/2018/04/10/pos-lintas-batas-negara-sei-pancang-dan-long-
midang-sudah-tahap-penyusunan-ded diakses pada 01 Januari 2019 
63ibid 
64http://www.tribunnews.com/regional/2018/06/03/pos-lintas-batas-negara-di-kaltara-mulai-
digarap-ded-nya  diakses pada 01 Januari 2019 
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Pengawasan Lintas Batas Negara Berdasar Karakteristik/Tipologi Lintas 
Batas Negara yaitu 65 
1. Jalur A,  jalur lintas batas negara yang sudah modern dan dilengkapi 
dengan semua unsur pengawasan CIQS (Custom, Imigration, 
Quarantines, dan Securities) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).  
2. Jalur B, jalur lintas batas negara yang resmi namun bersifat 
tradisional dan unsur CIQS tidak lengkap dan bangunan PLBN-nya 
pun sederhana.  
3.  Jalur C, jalur lintas batas negara tradisional, belum ada pelayanan 
unsur CIQ, hanya ada Petugas Pengaman Perbatasan (PAMTAS) 
untuk penduduk perbatasan setempat dengan ijin terbatas khusus 
untuk keperluan keluarga dan bekerja di ladang/kebun.  
Berikut daftar PLBN yang di rencanakan akan dilakukan 
pembangunan pada tahun 2019 yaitu : 








                                                             
65 Dokumen “Informasi Umum Tentang Pos Lintas Batas Negara (PLBN)”, Jakarta, 19 april 2018 
oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan 
66 Dokumen “Informasi Umum Tentang Pos Lintas Batas Negara (PLBN)”, Jakarta, 19 april 2018 
oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan 
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2. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Tugas bea dan cukai yang berada digaris depan wilayah Indonesia 
sebagai pintu penjaga perbatasan atas masuk dan keluarnya barang impor 
dan ekspor, memiliki peran yang sangat penting bagi kelancaran arus 
barang yang keluar masuk wilayah Negara kesatuan republik Indonesia 
ini. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang 
kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 
tahun 2006, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean 
dan pemungutan bea masuk.67  
Dari pengertian pada pasal 1 tersebut sangat jelas bahwa institusi 
bea dan cukai memiliki peranan yang sangat penting bagi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu melakukan pengawasan terhadap 
barang yang keluar atau masuk ke daerah pabean Indonesia serta 
melakukan pungutan uang untuk negara68 
Menurut Zainal Abidin, selain tugas dan fungsi yang telah 
dirumuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, pada tataraglobal 
telah menjadi suatu konvensi (kesepakatan Internasional) bahwa Bea dan 
Cukai (Customs) memiliki peran-peran sebagai berikut:69 
a. Fasilitator Perdagangan (Trade Facilitator).  
b. Mendukung Industri Dalam Negeri (Industrial Assistance). 
                                                             
67 Skripsi Dewiyanti Ratnasari.2014. Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Daerah 
Pabean Oleh Kantor Bea Dan Cukai Makassar.Hal 27 
68 Ibid. Hal 27 
69 Abidin, Zainal. 2011. Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea  dan Cukai.Pusdiklat 
Bea dan Cukai:Jakarta, hal 5 
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c. Penghimpunan Penerimaan (Revenue Collector). 
d. Pelindung Masyarakat (Community Protector). 
Dengan fungsi kepabeanan dimaksudkan segala urusan, kegiatan, 
dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas 
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean 
dan tugas pemungutan keuangan negara yang berkaitan dengan pemasukan 
dan pengeluaran barang tersebut 70. 
Dalam sistem kepabeanan Indonesia, fungsi kepabeanan 
sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pokok pasal 2 ayat(1) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang menentukan bahwa 
barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean terutang bea masuk dan 
berdasarkan proposisi ketentuan pokok tersebut, status yuridis barang 
sejak saat pemasukan ke dalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya 
kewajiban kepabeanan menjasi objek pengawasan pejabat bea dan cukai71 
Dikemukakan oleh Adrian Sutedi Fungsi kepabeanan meliputi 
tugas-tugas dengan rincian sebagai berikut72:  
a. Tugas pemungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan 
ke dalam daerah pabean dan dikeluarkan dari daerah pabean berupa 
bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor yang diperlukan 
untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan alat-alat 
perlengkapan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan 
                                                             
70 Sutedi, Adrian. 2012. Aspek Hukum Kepabeanan. Sinar Grafika:Jakarta, hal 3 
71 Skripsi Dewiyanti Ratnasari.2014. Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Daerah 
Pabean Oleh Kantor Bea Dan Cukai Makassar. Hal.22 
72Ibid, hal 7 
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UUD 1945 serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan 
dan digunakan secara sama atau bersamaan oleh orang banyak. 
b. Tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan 
identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan berikut :  
1) Penghitungan besarnya pungutan keuangan negara atas 
barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari 
daerah pabean  
2) Kompilasi statistik perdagangan luar negeri yang disusun 
atas dasar dokumen pemberitahuan impor dan ekspor 
barang yang menyangkut elemen data jenis dan jumlah 
barang, niali barang, negara asal dan tujuan.  
3) Pencegahan dan penegahan pemasukan barangbarang yang 
secara teknis dapat mengganggu dan mebahayakan 
keamanan dan keselamatan penduduk, seperti senjata api, 
amunisi, bahan peledak dan sebagainya.  
4) Pencegahan dan penegahan pemasukan barang-barang 
cetak yang mengandung pandangan, paham, dan ajaran 
yang dapat mengganggu dan membahayakan ideologi 
negara dan stabilitas politik dalam negeri.  
5) Pencegahan dan penegahan pemasukan barangbarang cetak, 
audio, atau visual pornografis yang dapat mengganggu atau 
merusak kesehatan akhlak dan kehidupan seksual 
masyarakat dan generasi muda  
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6) Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan barang-
barang narkoba atau psikotropika yang dapat mebahayakan 
dan merusak mental kehidupan dan orientasi masyarakat 
yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas 
kehidupan masyarakat dan meningkatkan jumlah dan 
intensitas peristiwa kriminal di masyarakat.  
7) Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan barang-
barang makanan dan minuman serta obatobatan yang dapat 
mengganggu atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani 
masyarakat.  
8) Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan  barang-
barang yang merupakan limbah industri yang dapat 
merusak atau mengganggu lingkungan hidup sehat.  
9) Pencegahan dan penegahan pemasukan flora dan fauna 
yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan dan 
perkembangan flora dan fauna yang ada dalam lingkungan 
kehidupan alam.  
10) Pencegahan dan penegahan pengeluaran bendabenda yang 
merugikan pelestarian warisan bendabenda purbakala.  
11) Pencegahan dan penegahan pemasukan atau pengeluaran 
bahan dan barng-barang yang tidak sesuai dengan kebijakan 




Pengawasan Bea Cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan 
pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan : 
penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor.73 Di 
samping tiga kegiatan itu, patroli juga merupakan pengawasan Bea Cukai 
untuk mencegah penyelundupan. 
Wewenang mengenai pemeriksaan pabean, tercantum pada pasal 
82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang 
berbunyi sebagai berikut:  
“Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean 
atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan 
pabean diserahkan.”74 
                                                             
73 Skripsi Dewiyanti Ratnasari.2014. Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang  pada Daerah 
Pabean Oleh Kantor Bea Dan Cukai Makassar. 
74 Ibid Hal.26 
